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Abstrak

Kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang
kesehatan di Indonesia masih rendah, khususnya di wilayah pedesaan.
Rendahnya literasi hukum ini sering menimbulkan kesalahpahaman,
konflik antara pasien dan tenaga kesehatan, serta rendahnya kualitas
pelayanan kesehatan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan membawa perubahan mendasar terhadap tata
kelola hukum kesehatan nasional, termasuk hubungan hukum antara
pasien dan tenaga kesehatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan tenaga
kesehatan Desa Kadubelang, Kabupaten Pandeglang, mengenai hak dan
kewajiban pasien serta tenaga kesehatan sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun
2023, dan membangun budaya hukum kesehatan berbasis partisipasi
masyarakat. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research
(PAR) melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group
Discussion), dan pembagian buku saku edukatif “Hak dan Kewajiban dalam
Pelayanan Kesehatan”. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test,
serta wawancara mendalam. Terdapat peningkatan signifikan dalam
tingkat pengetahuan hukum peserta dari 42,3% menjadi 85,7%,
peningkatan kesadaran pelaporan pelanggaran hak pasien sebesar 58%,
serta peningkatan pemahaman tenaga kesehatan mengenai tanggung jawab
profesi sebesar 61%. Edukasi hukum kesehatan berbasis partisipatif efektif
meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memperkuat hubungan etis
dan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan. Program ini mendukung
pencapaian SDGs poin 3 (Kesehatan yang Baik) dan poin 16 (Keadilan dan
Kelembagaan yang Kuat).

Abstract

Legal awareness regarding patient and healthcare provider rights and obligations
remains low, particularly in rural areas of Indonesia. The enactment of Law No. 17
of 2023 on Health has reshaped the legal framework governing patient-healthcare
relations, highlighting the need for community education. This community service
project aimed to enhance both the public's and healthcare professionals’
understanding of their rights and responsibilities under the new law while
promoting a participatory health law culture. A participatory approach was
employed through interactive lectures, focus group discussions, and the
distribution of an educational booklet titled "Rights and Obligations in Healthcare
Services." Evaluations using pre- and post-tests and in-depth interviews
demonstrated that participants' legal knowledge improved from 42.3% to 85.7%,
awareness of patient rights violations increased by 58%, and understanding of
professional accountability among healthcare workers rose by 61%. These findings
indicate that community-based legal education effectively enhances legal literacy
and fosters stronger ethical and legal relationships between patients and healthcare
providers.
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PENDAHULUAN

Salah satu fungsi utama hukum kesehatan adalah menjamin hak dan perlindungan pasien serta tenaga kesehatan. Hal ini
diwujudkan melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang
menetapkan standar pelayanan, etika profesi, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atau
konflik (Kansil et al., 2024; Redi et al., 2024; Kansil et al.,, 2024). Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi pedoman,
tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi layanan kesehatan.
Selain itu, hukum kesehatan memberikan kepastian hukum terkait hak memperoleh layanan kesehatan yang adil,
berkualitas, dan bebas dari diskriminasi. Peran ini mencakup kewajiban negara untuk menyediakan akses layanan
kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan
tanggung jawab pemerintah dalam sistem pelayanan publik (Sitanggang et al., 2024; Redi et al., 2024; Kansil et al., 2024).
Hukum kesehatan juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab tenaga kesehatan serta institusi penyelenggara layanan.
Ketentuan ini mencakup penerapan sanksi administratif maupun pidana apabila terjadi pelanggaran standar pelayanan
atau hak pasien, sehingga mendorong kepatuhan terhadap standar profesional dan etika (Sitanggang et al., 2024; Darma et
al., 2025; Redi ef al., 2024). Pandemi COVID-19 secara nyata mengungkap lemahnya kesadaran hukum dan etika dalam
praktik medis, baik di kalangan masyarakat maupun tenaga kesehatan. Banyak tenaga medis mengalami tekanan berat
akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batas kewenangan profesi medis dan prosedur hukum kesehatan,
sehingga menimbulkan konflik, beban moral, dan risiko hukum yang tinggi (Lupusoru et al.,, 2021; Arora et al., 2020; Ferorelli
et al, 2020). Selain aspek perlindungan dan kepastian hukum, hukum kesehatan turut mendorong transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Dengan adanya
mekanisme hukum yang jelas, masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memastikan kualitas layanan kesehatan tetap
terjaga dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan (Kansil et al.,, 2024; Paget et al,, 2020). Rendahnya literasi
hukum kesehatan di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, menjadi tantangan utama dalam implementasi
perlindungan hak dan kewajiban dalam sistem kesehatan nasional. Meskipun kerangka hukum kesehatan di Indonesia
telah diatur melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, tingkat
pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban kesehatan masih rendah, terutama di wilayah rural. Penelitian
menunjukkan bahwa akses terhadap informasi dan edukasi kesehatan yang valid masih sangat terbatas di daerah
pedesaan dan pesisir, sehingga masyarakat belum mampu memahami maupun menuntut hak-haknya secara optimal
(Budiyanti et al, 2022). Kondisi ini diperparah oleh minimnya sarana informasi, rendahnya penetrasi teknologi, serta
dominasi penyelesaian sengketa secara sosial dibandingkan jalur hukum formal (Budiyanti et al.,, 2022; Judijanto et al., 2024).
Untuk mengatasi kesenjangan literasi hukum ini, edukasi hukum berbasis komunitas terbukti menjadi strategi yang efektif.
Program literasi hukum dan edukasi kesehatan yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan
pemahaman, kepercayaan diri, dan partisipasi warga dalam menuntut hak serta mengakses layanan kesehatan (Judijanto
et al, 2024; Ardiansah et al., 2024). Berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan dialog interaktif, telah terbukti
memperkuat pemahaman hukum masyarakat, meningkatkan posisi mereka dalam menghadapi permasalahan kesehatan,
serta mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme formal (Ardiansah et al., 2024; Judijanto et al., 2024). Dengan
demikian, rendahnya literasi hukum kesehatan di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, menunjukkan perlunya
pendekatan edukasi hukum yang partisipatif untuk membangun literasi hukum di tingkat akar rumput. Pendekatan ini
dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan, serta
memperkuat perlindungan hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan (Abbasi et al., 2023; Arbel et al., 2024). Metode
seperti simulasi, diskusi kelompok, dan pelatihan interaktif terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan kesiapan
menghadapi isu hukum di bidang medis (Abbasi et al,, 2023; Varughese et al., 2024). Urgensi pengabdian di Kabupaten
Pandeglang semakin kuat karena wilayah ini merupakan daerah rural dengan tingkat literasi kesehatan dan literasi hukum
yang masih rendah, sehingga masyarakat sering kali tidak memahami hak dan kewajiban dalam layanan kesehatan.
Beberapa laporan daerah menunjukkan masih adanya kesalahpahaman terkait proses informed consent, batas kewenangan
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tenaga kesehatan, serta prosedur rujukan yang berpotensi menimbulkan konflik layanan. Selain itu, penyelesaian sengketa
kesehatan di Pandeglang umumnya dilakukan melalui mekanisme informal berbasis adat, bukan jalur hukum formal,
sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian rural lainnya (Budiyanti et al.,, 2022; Judijanto ef al., 2024). Keterbatasan akses
terhadap informasi hukum menyebabkan masyarakat sulit menilai apakah suatu pelayanan telah sesuai standar hukum
dan etika. Oleh karena itu, intervensi edukasi hukum kesehatan menjadi sangat diperlukan untuk memperkuat
pemahaman, mencegah konflik, dan meningkatkan akuntabilitas layanan kesehatan di tingkat lokal.

METODE

Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan masyarakat
secara aktif dalam seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga peserta tidak hanya
menjadi penerima informasi, tetapi juga pelaku perubahan sosial. Kegiatan dilaksanakan di Desa Kadubelang, Kecamatan
Kadubelang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Juni 2024, dengan partisipasi sebanyak 75 orang yang terdiri
dari 40 warga, 20 kader kesehatan, dan 15 tenaga medis dari Puskesmas Kadubelang. Tahapan kegiatan mencakup
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi; pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan
penyusunan modul, sedangkan tahap pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan
simulasi kasus hukum kesehatan, dengan materi yang menitikberatkan pada hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan,
tanggung jawab profesional, serta mekanisme pengaduan hukum sesuai UU No. 17 Tahun 2023. Evaluasi dilakukan
melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan hukum, serta wawancara mendalam untuk
menilai perubahan sikap peserta. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif-komparatif, sementara data kualitatif
dieksplorasi menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi perubahan kesadaran hukum di kalangan peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta penelitian didominasi oleh perempuan, yaitu 68% dari total responden, dengan rentang usia antara 20-55 tahun.
Sebagian besar peserta bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kader posyandu, mencerminkan keterlibatan aktif

perempuan dalam kegjatan kesehatan di tingkat komunitas.
Tabel 1. Hasil rata-rata pengetahuan hukum kesehatan peserta sebelum dan sesudah intervensi.

Aspek Pengetahuan Sebelum (%) Sesudah (%) Peningkatan (%)
Hak pasien 453 891 +438
Kewajiban tenaga kesehatan 38,6 844 +45,8
Mekanisme pengaduan hukum 41,2 803 +39,1
Tanggung jawab profesional 44,7 86,5 +418
Perlindungan hukum 420 88,0 +46,0

Rata-rata peningkatan sebesar 43,3 % menunjukkan bahwa model partisipatif yang diterapkan efektif dalam memperkuat
pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban di bidang hukum kesehatan. Hasil ini menegaskan pentingnya
pendekatan edukasi yang melibatkan peserta secara aktif untuk meningkatkan literasi hukum di masyarakat.
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Kegiatan ini membuktikan bahwa literasi hukum kesehatan dapat meningkat secara signifikan melalui pendekatan
partisipatif berbasis komunitas, terutama dengan penggunaan bahasa lokal dan studi kasus yang relevan. Pendekatan in,
seperti penyuluhan hukum berbasis komunitas yang memanfaatkan bahasa sehari-hari dan contoh kasus nyata, terbukti
efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam layanan kesehatan.
Kegiatan tersebut mendorong keterlibatan aktif peserta, sehingga konsep hukum yang sebelumnya dianggap rumit
menjadi lebih mudah dipahami (Solehuddin, 2025; Welch ef al,, 2021). Program edukasi berbasis komunitas juga mampu
meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi mengenai prosedur medis, sekaligus
memperkuat komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan (Welch et al,, 2021; Solehuddin, 2025). Undang-Undang No.
17 Tahun 2023 mempertegas hak pasien atas informasi, privasi, dan layanan bermutu, sekaligus menekankan pentingnya
informed consent sebagai perlindungan hukum utama bagi pasien (Kurniawan ef al.,, 2024; Thahir et al., 2024). Dengan
demikian, pasien kini lebih memahami hak mereka untuk mendapatkan penjelasan medis yang jelas, hak menolak
tindakan tertentu, serta hak mengajukan pengaduan bila terjadi pelanggaran. Di sisi lain, tenaga kesehatan memperoleh
pemahaman yang lebih luas mengenai tanggung jawab profesional, yang tidak hanya mencakup kompetensi teknis, tetapi
juga aspek moral dan etika sesuai dengan pedoman etika kedokteran (Thahir et al.,, 2024; Rasaki et al., 2024). Hasil dari
pendekatan partisipatif ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri pasien, pemahaman
mengenai informed consent, serta pola komunikasi yang lebih terbuka antara pasien dan tenaga kesehatan (Welch et al,,
2021; Solehuddin, 2025; Kurniawan et al,, 2024; Thahir et al,, 2024). Dengan demikian, pendekatan partisipatif berbasis
komunitas terbukti sangat efektif dalam meningkatkan literasi hukum kesehatan, memperkuat pemahaman hak pasien
dan tanggung jawab tenaga kesehatan, serta mendorong komunikasi yang lebih transparan dan etis dalam layanan
kesehatan. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan sikap dan pola komunikasi yang lebih transparan antara pasien dan
tenaga medis, sebagaimana dianjurkan WHO (2021). Penguatan literasi hukum kesehatan memiliki peran penting dalam
memperkokoh prinsip rule of law dalam pelayanan kesehatan, di mana interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan
didasarkan pada hukum, bukan sekadar norma sosial (Kansil et al, 2024; Agustina, 2020). Dengan meningkatnya
pemahaman hukum masyarakat, individu tidak hanya menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperan
sebagai pengawas sosial terhadap kualitas layanan kesehatan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas (Kansil
etal, 2024). Peningkatan kesadaran hukum ini sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang menekankan perlindungan hak pasien, profesionalisme tenaga
kesehatan, dan tata kelola layanan yang adil (Tandry et al., 2024; Sianipar et al.,, 2024). Prinsip rule of law juga menjadi fondasi
penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 3 mengenai kesehatan yang baik
dan kesejahteraan, serta poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat (Paget et al., 2020; Andini et al.,, 2025;
Morita et al., 2019). Hukum berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal,
menegakkan keadilan, dan membangun sistem kesehatan yang inklusif serta akuntabel (Paget et al., 2020; Morita et al., 2019).
Dalam konteks pengabdian masyarakat, peningkatan literasi hukum kesehatan tidak hanya mendukung pemenuhan hak-
hak dasar warga, tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas dalam memahami prosedur layanan, mengurangi potensi
konflik, dan meningkatkan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Program pengabdian di Pandeglang menjadi sangat
relevan karena edukasi hukum berbasis komunitas mampu menjembatani kesenjangan pemahaman, mendorong
partisipasi aktif warga dalam pengawasan layanan kesehatan, serta mendukung terwujudnya tata kelola kesehatan yang
transparan dan responsif sesuai amanat pembangunan nasional. Dengan demikian, penguatan literasi hukum dan
penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan kesehatan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem yang adil, transparan,
dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya meningkatkan perlindungan hak pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan,
tetapi juga mendukung pencapaian SDGs dan tujuan pembangunan kesehatan nasional secara menyeluruh.
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KESIMPULAN

Edukasi hukum kesehatan berbasis partisipatif di Desa Kadubelang terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan,
sikap, dan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan pemahaman terhadap hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, dan
mekanisme pengaduan menjadi landasan bagi pembentukan budaya hukum kesehatan yang lebih kuat. Program serupa
perlu direplikasi di daerah lain dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor antara akademisi, tenaga kesehatan, dan
pemerintah daerah. Pendampingan hukum berkelanjutan juga diperlukan agar literasi hukum kesehatan menjadi bagian
dari perilaku sosial masyarakat.
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Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kadubelang, Puskesmas Kadubelang, Pusat Pengembangan
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